BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188,45/ 1462 -KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang ;o a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran
penting dalam meningkatkan produktivitas
komoditas pertanian dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan, Nomor : 100.3.3.1/01060/KUM /2023,
tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran
2024;

b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan
pengadaan, penyaluran dan harga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian  Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat 11
Tabalong  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sesuai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noor 1820);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) eebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
IggT}:iam Negara Rebuplik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
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10.

11,

12..

13.

14.

15.

16.

17.

18.

tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi secbagai
Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penectapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 17};

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun
2022 Tentang Tata Cara Penctapan Alokasi
Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Untuk Sektor Pertanian;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
582/Kpts/OT.050/9/2015 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan
Kebijakan Pupuk;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 /M-
IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan
Kantong Satu Merck Untuk Pupuk Bersubsidi;
Peratiiran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkalt Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penctapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024,

KEDUA : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran II menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 27 DEFEMBER 2023

Pj. BUPATLPANAH LAUT,

SY R RAHMAN
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LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR  : 188.45/ I462-KUM/2023
TANGGAL : 23 DEpeMBEf 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No, KECAMATAN UREA NPK NPK FORMULA KHUSUS
1 TAKISUNG 370,922 419,570 0
2 LJORONG 89,519 131,336 0
3 PELATHARI 371,909 464,501 0
4 KURAU 304,028 360,680 0
5 BATI - BATI 238,640 342,789 0
6 PANYIPATAN 881,866 719,467 0
7 KINTAP 76.515 111,896 0
8 TAMBANG ULANG 393,079 336,129 0
9 BATU AMPAR 187,623 226,230 0
10 BAJUIN 257,684 235,223 0
11 BUMI MAKMUR 402,444 265,496 0

Total 3.574,249 3613,317 0

Pj. BUPATFTANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/1ye2-KUM /2023
TANGGAL : 23 DEFEMBER 2025

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2024

NO JENIS PUPUK KEMASAN PUPUK HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK UREA 50 Kg Rp. 2.250 Per Kg
PUPUK NPK 50 Kg Rp. 2.300 Per Kg
PUPUK NPK FORMULA KHUSUS 30 kg Rp. 3.300 Per Kg

Pj. BUPA

ANAH LA

SYAMZIR RAHMAN

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

